
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 91 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TASIKMAL YA 
TAHUN 2023 

Menirn ang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TU AN YANG MAHA ESA 

BUPATI T SIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam egeri ornor 86 Tahun 2 7 t n tang Tata 
Cara Perencanaan, ngendalian dan Evaluasi 
Pernbangunan Daerah, Tata Cara E alu si Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang Rencana Pernbangunan Jangka 

jang a ah d R cana Pembang nan J angka 
Menen ah Daerah, serta ata Cara Perubahan encana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan J angka Menengah Daerah dan encana 

erja Pe erintah Daer h, BAPPEDA m enyampaikan 
sel r h rancang akh ·r Renja Perangkat Daerah yang 
telah iverifikasi kep da Kepala Daer h melalui Sekretaris 
Daerah unt ditetapkan dengan Peratu ran Kepala 
Da rah; 

b. bahw berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huru f a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana K rja Perangkat aerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
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Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan eberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keu angan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 6757); 

5 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Un ang-Undang Nomor 11 Tahu n 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 202 Nomor 245, Tambahan L mbaran Negara 
Nomor 6573) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 2 Tahu n 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untu k Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2 019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
6516); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Ta h un 20 16 tentang Perangkat 
Daerah (lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6402 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 18 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keua ngan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evalu asi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

12 . Peratu ran Presiden Repu blik Indonesia Nomor 18 
Tahu n 2020 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 
Republik In onesia Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J angka 
Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan J angka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerin tah Daerah (Be rita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538) ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penera pan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1540); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedom a n Penyusunan Rencana Kerja 
Pem erintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Rep u blik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Valida si dan 
Inventarisasi Kla sifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi J awa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

22 . Peraturan Daerah Provin si J awa Barat Nomor 22 
Tahun 2010 ten tang Rencana Ta ta Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahu n 20 10 Nomor 22 Seri E); 

23 . Peratu ran Daerah Provin si J awa Barat Nomor 28 
Tahun 20 10 ten tang Pengembangan Wilayah J awa Barat 
Bagian Sela tan Tahun 201 0-2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi J awa Barat Tahun 20 10 Nomor 28 Seri E); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 
Tahun 201 9 ten tang Rencana Pembangu nan Jangka 
Menengah Tahu n 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 
J awa Barat Tahun 201 9 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 252); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2005-2025; 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2 ); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemben tu kan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
Tahun 201 6 Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerin tah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3); 

30. Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 201 6 tentang Pembentu kan dan Su sunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7 ), sebagaimana telah diu bah beberapa 
kali terakhir dengan Peratu ran Da erah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 202 1 ten tang Peru bahan 
Kedua a tas Pera turan Daerah Ka bu paten Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Su sunan 
Perangka t Daerah (Lem bara n Daerah Kabupaten 
Tasikma laya Tahun 202 1 Nomor 3); 

31. Peratura n Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 11 
Tahun 202 1 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 
202 1-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 11); 

32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 
ten tang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 38); 

33 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2022 
ten tang Rencana Kerja Perangka t Daerah Kabupaten 
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Tasikmalaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 84); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa sal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bu pati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kab paten Tasikmalaya. 

RENCANA KERJA 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat 
Daerah adalah Dokumen Pe encanaan Perangkat Daerah untu k jangka waktu 
1 (satu) tahun. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKA Perangkat Daerah a dalah dok men perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana b lanja program dan kegiatan Perangkat 
Daerah serta rencana pembiaya an sebagai dasar peny sunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah u n sur pembantu Bu pati dalam pe yelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 

BAB II 
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Perangkat Daerah u n tuk periode 1 (satu) tahun yaitu 
tahun 2023 dimulai pada tanggal 1 J anuari 2023, dan berakhir pada tanggal 
31 Desember 2023. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan sistematika meliputi: 
Bab I : Pendahuluan 
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 
Bab V : Penutup 
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Pasa13 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
merupakan penjabaran Tahun III Reneana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang memuat evaluasi kinerja 
tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran serta reneana kerja dan pendanaan 
Perangkat Daerah. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Reneana Kerja 
Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 . 

(3) Pelaksanaan lebih lanjut Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dituangkan 
dalam Doku men Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahu n 2023. 

Pasal 4 

(1) Renja Perangkat Daerah Tahu 2023 sebagaimana dimaksud dalam P sal 2 
terdiri atas: 
1. Sekretariat Daerah; 
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Da erah; 
3. Inspektorat Daerah; 
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n; 
5. Dinas Kesehatan; 
6. Dinas Pekerjaan Umum, a ta Ru ang, erumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman, dan Lingkungan Hidup; 
7 . Sa tuan Polisi Pamong Praja; 
8. Dinas Sosial, Pengendalian Pendu duk, Kelu arga Bereneana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak; 
9 . Dinas Pemberdayaan Masyaraka t dan Desa; 
10. Din as Kopera si, Usah a Keeil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan; 
11. Dinas Pariwisata, Pemu da dan Olah R ga; 
12. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; 
13. Dinas Kependudukan dan Penea tatan Sipi1; 
14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Sa tu Pin tu dan Tenaga 

Kerja; 
15. Dinas Perhubungan, Komu nikasi dan Informatika; 
16. Badan Pereneanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah; 
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
18. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; 
19. Badan Penanggulangan Beneana Daerah; 
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
21. Keeamatan Bantarkalong; 
22. Keeamatan Bojongasih; 
23. Keeamatan Bojonggambir; 
24. Keeamatan Ciawi; 
25. Keeamatan Cibalong; 
26. Keeamatan Cigalon tang; 
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27. Kecamatan Cikalong; 
28. Kecamatan Cikatomas; 
29. Kecamatan Cineam; 
30. Kecamatan Cipatujah; 
31. Kecamatan Cisayong; 
32. Kecamatan Culamega; 
33. Kecamatan Gunungtanjung; 
34. Kecamatan Jamanis; 
35. Kecamatan Jatiwaras; 
36. Kecamatan Kadipaten; 
37. Kecamatan Karangjaya; 
38. Kecamatan Karangnunggal; 
39 . Kecamatan Leuwisari; 
40 . Kecamatan Mangunreja; 
4 1. Kecamatan Manonjaya; 
42 . Kecamatan Padakembang; 
43 . Kecamatan Pagerageung; 
44. Kecamatan Pancatengah; 
45. Kecamatan Parungponteng; 
46. Kecamatan Puspahiang; 
47. Kecamatan Rajapolah; 
48. Kecamatan Salawu; 
49. Kecamatan Salopa; 
50. Kecamatan Sariwangi; 
51. Kecamatan Singaparna; 
52. Kecamatan Sodonghilir; 
53. Kecamatan Sukah n ing; 
54. Kecamatan Sukaraja; 
55. Kecamatan Su karame; 
56. Kecamatan Sukara tu ; 
57. Kecamatan Sukaresik; 
58. Kecamatan Tanjungjaya; dan 
59. Kecamatan Taraju . 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan agian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
inL 

Pasal5 

(I) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat diu bah dalam hal tidak sesuai 
dengan perkembangan tahun berjalan. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 
menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023. 
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Pasal6 

(1) Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja triwulan 
dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian 
tentang keluaran kegiatan dan in dikator kinerja masing-masing program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati 
dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Kepala Badan Penge101a Keuangan 
dan Pendapatan Daerah serta Insp ektur Daerah, palin g lambat 14 (empat 
belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan euangan dan laporan kinerja menjadi masu kan dan bah an 
pertim bangan u n tu k analisis dan evalu a si u su lan anggaran tahu berikutnya 
yan g dajukan Perangkat Daerah. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peratur n Bu pati ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan. 

Agar se ·ap orang mengetahuinya, m em erintahkan pengundang Peraturan 
Bupati in i engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupa en Tasikm alaya. 

gapa rna 
i 2022 

.l)u"'~"~U"JS DAERAH 
~~~~~lf\~Ni' , ASIKMALAYA 

IKMALAYA, 

o 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 91 


